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PRAKATA 

  

Puji syukur kami ucapkan kehadirat ALLAH SWT, berkat 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan buku yang berjudul Akuntansi Sektor Publik. 

Pembahasan dalam buku ini meliputi Konsep Dasar 

Akuntansi Sektor Publik, Sejarah Akuntansi Sektor Publik, 

Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi 

Manajemen Publik, Penganggaran Sektor Publik, Pengukuran 

Kinerja, Laporan Keuangan Pemerintahan, Audit Sektor Publik, 

dan Akuntansi Untuk Tempat Ibadah. 

Pembahasan materi dalam buku ini telah disusun secara 

sistematis dengan tujuan memudahkan pembaca. Buku ini 

dihadirkan sebagai bahan referensi bagi praktisi, akademisi, 

mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah Akuntansi Sektor 

Publik ataupun siapa saja yang ingin mendalami lebih jauh. 

Terbitnya buku ini diharapkan mampu memberikan pemahaman 

kepada para pembaca mengenai Akuntansi Sektor Publik. 

Penulis merasa bahwa Buku Akuntansi Sektor Publik ini 

jauh dari sempurna, oleh karena itu segala masukan baik berupa 

saran maupun kritik yang membangun sangat diharapkan. 

Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih bagi 

kepustakaan di Indonesia dan bermanfaat bagi kita semua. 

 

 Purbalingga ,   September 2023 
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BAB  
1 

 

Kathleen Asyera Risakotta, S.E., M.Sc. 

Universitas Pattimura Ambon 

 

A. Pendahuluan 

Akuntansi sektor privat atau akuntansi komersial 

diartikan sebagai akuntansi yang berhubungan dengan 

perusahaan/organisasi, akuntansi sektor publik/akuntansi 

pemerintahan diartikan sebagai akuntansi yang berhubungan 

dengan organisasi pemerintahan/nonprofit. Terdapat tiga 

bidang dalam akuntansi, yaitu (1) akuntansi komersial, (2) 

akuntansi pemerintahan dan (3) akuntansi sosial (Sugijanto, 

Gunardi and Loho, 1995). Akuntansi komersial dan akuntansi 

pemerintahan digolongkan pada akuntansi mikro, dilihat dari 

bentuknya perseorangan, badan usaha, organisasi non laba dan 

pemerintahan. Sedangkan akuntansi sosial digolongkan 

sebagai akuntansi makro, karena bentuknya lembaga atau 

negara yang mana untuk mengumpulkan dan melaporkan data 

keuangan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi pada 

suatu daerah/negara. 

8QWXN� SHUWDPD� NDOLQ\D� LVWLODK� ´VHNWRU� SXEOLNµ�

dikenalkan tahun 1952. Saat itu, sektor publik sabagai bagian 

dari manajemen ekonomi makro (Mardiasmo, 2009). Luasnya 

ruang lingkup organisasi pemerintahan seperti perguruan 

tinggi, rumah sakit, organisasi politik, organisasi massa, dan 

lainnya (Mardiasmo, 2009). Perbedaan antara organisasi sektor 

publik dan sektor privat terletak pada tujuan, karakteristik, 

struktur dan proses, serta lingkungan operasional. Dalam hal 

KONSEP DASAR 
AKUNTANSI 

SEKTOR PUBLIK 
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Elemen Akuntansi 

Sektor Publik 
Penjelasan 

melihat hubungan asersi dengan 

kriteria, dan mengomunikasikan 

hasilnya kepada pihak yang 

berkepentingan. 

Pertanggungjawaban 

Publik 

Pertanggungjawaban publik dilakukan 

oleh kepala organisasi sektor publik 

untuk menyampaikan laporan 

pertanggungjawabannya kepada 

pemberi amanat. Misalnya, 

menyampaikan LPJ Bupati kepada 

DPRD, dan menyampaikan LPJ ketua 

yayasan kepada dewan penyantunnya. 

Sumber: (Bastian, 2015) 

 

G. Kesimpulan 

Dilihat dari sistem dan lingkungannya, Akuntansi sektor 

publik memiliki kekhasannya sendiri. Karakteristik dari 

organisasi publik adalah karakteristik yang rumit, kompleks, 

berpolitis dan kaku. Hal ini memengaruhi organisasi 

pemerintah dan memengaruhi organisasi lainnya, seperti 

tempat peribadahan, partai politik, dan lainnya. Akuntansi 

sektor publik hadir sebagai solusi dalam mengatasi masalah 

kelangkaan sumber daya organisasi publik untuk dapat 

dikelola secara efisien, efektif, dan ekonomis demi pelayanan 

publik yang semakin baik. 

 

H. Daftar Pustaka 

Bastian, I. (2015) Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. 
Jakarta: Penerbit Erlangga. 

Christensen (2007) Organization Theory and the Public Sector. 
New York: Taylor & Francis Group. 
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Halim, A. and Kusufi, S. (2012) Akuntansi Sektor Publik: Teori, 

Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Salemba Empat. 

Mardiasmo (2009) Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. 

Ritonga, I.T. (2010) Akuntansi Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: 
Sekolah Pascasarjana UGM. 

Sugijanto, Gunardi, R.H. and Loho, S. (1995) Akuntansi 
Pemerintahan dan Organisasi Non-Laba. Malang: Brawijaya 
Press. 

 

I. Tentang Penulis 

 
Kathleen Asyera Risakotta, S.E., MSc. 

Universitas Pattimura Ambon 

Penulis lahir di Ambon, 23 Juni 1991. Penulis adalah 

dosen tetap pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Pattimura Ambon. Penulis menyelesaikan 

Pendidikan pada program Sarjana (S1) di Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura dan 

menlanjutkan pada program Pasca Sarjana (S2) di Magister 

Sains Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Selain mengajar, 

penulis juga aktif melakukan penelitian di bidang akuntansi 

sektor publik, akuntansi keperilakuan dan akuntansi keuangan. 

Penulis memiliki beberapa artikel ilmiah yang terpublikasi 

pada jurnal terakreditas. 
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BAB  
2 

 

Dr. Dwi Ekasari Harmadji, SE., Ak., M.M. 

Universitas Wisnuwardhana Malang 

 

A. Pendahuluan 

Pemahaman dalam bab ini bertujuan agar para pembaca 

mampu untuk: 1. Memberikan penjelasan mengenai sejarah 

akuntansi sektor publik; 2. Memberikan penjelasan mengenai 

sejarah akuntansi sektor publik di Indonesia; 3. Memberikan 

penjelasan mengenai ruang lingkup akuntansi sektor publik;   

 

B. Sejarah Akuntansi Sektor Publik 

Sektor akuntansi mencakup perkembangan publik dan 

evolusi praktik akuntansi yang digunakan dalam sektor 

pemerintahan dan organisasi nirlaba. Berikut adalah gambaran 

umum tentang sejarah akuntansi sektor publik: 

1. Zaman Kuno: Pada zaman kuno, seperti Mesir Kuno dan 

Romawi, pemerintahan memiliki sistem pencatatan untuk 

mengelola aset dan pendapatan publik. Namun, konsep-

konsep akuntansi modern belum ada. 

2. Abad Pertengahan: Pada periode ini, beberapa pemerintah 

dan organisasi keagamaan menggunakannya. 

3. Revolusi Industri dan Pertumbuhan Sektor Publik: Pada 

abad ke-18 dan ke-19, dengan berkembangnya 

pemerintahan modern dan pertumbuhan sektor publik, 

kebutuhan akan akuntansi yang lebih rinci dan transparan 

mulai muncul. Sistem pencatatan ganda (double-entry) mulai 

SEJARAH 
AKUNTANSI 

SEKTOR PUBLIK 
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E. Kesimpulan 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, maka 

Indonesia juga menghadapi tantangan baru dalam mengelola 

akuntansi sektor publik, seperti perlunya mengamankan data 

keuangan negara dan mendorong transparansi melalui 

platform digital. Pemerintah Indonesia terus berupaya 

meningkatkan kapasitas para akuntan sektor publik dan 

meningkatkan kualitas laporan keuangan untuk mendukung 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sejarah akuntansi 

sektor publik di Indonesia mencerminkan perjalanan yang 

panjang dari masa kolonial hingga saat ini, dengan berbagai 

perubahan regulasi dan praktik. Indonesia terus berupaya 

untuk memperbaiki transparansi, akuntabilitas, dan 

manajemen keuangan sektor publik agar sesuai dengan 

tuntutan zaman dan standar internasional. 

 

F. Daftar Pustaka 

Harmadji, D. E. (2021). Akuntansi Keuangan Lanjutan Baru (1st 
ed.). CV. Literasi Nusantara Abadi. 

Harmadji, D. E., Aryawati, N. P. A., Pancawati, N. L. P. A., 
Kartini, E., Saputra, B. W., Rahayuningsih, S., Hidayati, 
C., Trihastuti, A., & Pandin, M. Y. R. (2022). Akuntansi 

Manajemen (1st ed.). Jawa Tengah: Tahta Media Group. 

Mahmudi. (2016). Akuntansi Sektor Publik (3rd ed.). UII Press. 

Mardiasmo, M. (2006). Perwujudan Transparansi Dari 
Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: 
Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi 
Pemerintah, 2(1), 1²17. 

Mardiasmo, M. (2018). Buku Akuntansi Sektor Publik Edisi 

Terbaru (1st ed.). Andi, Yogyakarta. 

Simanjuntak, B. H. (2005). Menyongsong Era Baru Akuntansi 
Pemerintahan Di Indonesia. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 
1(5), 1²15. 

Suryanto, S. (2018). Tinjauan Atas Reformasi Akuntansi 
Pemerintahan Di Indonesia. Jurnal Agregasi (Aksi 
Reformasi Govenrment Dalam Demokrasi, 6(2), 17²29. 
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G. Tentang Penulis 

 
Dr. Dwi Ekasari Harmadji, SE., Ak., M.M., CA., CPA 

Universitas Wisnuwardhana Malang 

Penulis berhasil meraih gelar Sarjana Akuntansi dengan 

gelar Akuntan pada Tahun 1995 dari Fakultas Ekonomi Prodi 
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diterima bekerja di perusahaan swasta di Jakarta sebagai Junior 

Accountant Staff selama 6 bulan. Lalu diterima bekerja di PT. 

Bank Dagang Negara (Persero) Tahun 1996 sd 1999. Lanjut 

bekerja di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 1999 sampai 

dengan Tahun 2014 dengan jabatan sebagai Kepala Cabang. 

Kemudian di Oktober Tahun 2014 mengajukan resign dari Bank 

Mandiri. Tahun 2015 menjadi dosen tetap di Prodi Akuntansi, 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Wisnuwardhana 

Malang, serta aktif sebagai peneliti di Bidang Akuntansi 

Keuangan dan Akuntansi Sektor Publik. Hasil penelitiannya 

dimuat di jurnal nasional maupun jurnal internasional serta 
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Pendidik Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. Berhasil 

meraih gelar Magister Manajemen Tahun 2001 dan Tahun 2020 

berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Akuntansi dari Program 

Doktor Ilmu Akuntansi FEB Universitas Brawijaya Malang. 

Email Penulis: dwi.ekasari.harmadji@gmail.com. 
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BAB  
3 

 

Defriko Gusma Putra, S.E., M.Ak. 

Universitas PGRI Sumatera Barat 

 

A. Pendahuluan 

Pelaksanaan dan pengembangan praktik akuntansi yang 

baik membutuhkan pedoman dalam penerapanya yang disebut 

dengan kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Menurut 

Kharisma (2014) pihak-pihak atau stakeholder yang 

membutuhkan informasi akuntansi sangat beragam dan 

memerlukan informasi yang berbeda pula. Sehingga dalam 

memenuhi keperluan seluruh stakeholder maka diperlukan 

kerangka konseptual akuntansi sektor publik yang lengkap 

atau komprehensif. Kerangka konseptual akuntansi sektor 

publik tidak hanya menjadi panduan dalam tataran akuntansi 

sektor publik namun juga dapat memandu jalannya praktek 

akuntansi sektor publik. 

 

B. Definisi Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik 

Kerangka konseptual akuntansi sektor publik dibuat oleh 

sebuah komite perumus standar yang independen dan 

digunakan sebagai referensi bagi komite perumus, penyusun 

laporan keuangan, dan pemeriksa untuk menyelesaikan 

masalah yang belum diatur secara eksplisit dalam pernyataan 

standar akuntansi sektor publik. Konsep dasar yang digunakan 

untuk menyusun dan menerapkan siklus akuntansi sektor 

publik dikenal sebagai kerangka konseptual sektor publik 

(Mardiasmo, 2021). Konsep-konsep ini mencakup penetapan 

KERANGKA 
KONSEPTUAL 

AKUNTANSI SEKTOR 
PUBLIK 
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ini. Alternatifnya, transaksi tersebut dapat menyebabkan 

pengakuan beban dalam laporan laba rugi keuangan.   

Kewajiban diakui di neraca saat asal daya tersedia buat 

mewujudkan kepentingan ekonomi buat menuntaskan 

kewajiban kini dan jumlah penyelesaian bisa ditentukan secara 

tangguh. dalam praktiknya, kewajiban kontraktual yang belum 

dipenuhi oleh ke 2 belah pihak di umumnya tidak diakui 

sebagai kewajiban dalam laporan keuangan pemerintah. 

namun, kewajiban tersebut dapat memenuhi definisi liabilitas 

selama kriteria pengakuan terpenuhi. Pengakuan liabilitas 

menunjuk di pengakuan aset atau beban terkait. 

Ekuitas Diakui dan ditampilkan pada neraca Bila suatu 

pos merupakan batasan hukum atau batasan lain atas 

kemampuan organisasi buat menggunakan kapital. penjabaran 

ini jua bisa menyebutkan informasi bahwa pihak pemilik yang 

tidak selaras pada suatu organisasi memiliki hak yang tidak 

sinkron sehubungan dengan penerimaan dividen atau 

pengembalian kapital. 

Pendapatan berdasarkan peningkatan manfaat ekonomi 

masa depan yang didapatkan dari peningkatan aset atau 

penurunan kewajiban diakui pada laporan laba rugi dan bisa 

diukur menggunakan tangguh. Ini berarti bahwa pendapatan 

diakui pada waktu yang sama menggunakan pengakuan 

kenaikan aset atau penurunan kewajiban. 

Biaya meliputi penurunan manfaat ekonomi masa depan 

menjadi dampak berasal penurunan aset atau peningkatan 

liabilitas diakui dalam laporan laba rugi keuangan pada ketika 

terjadinya serta bisa diukur menggunakan tangguh. Ini berarti 

bahwa biaya, mirip penyusutan aset tetap dan tunjangan hak 

karyawan diakui pada waktu yang sama dengan kenaikan 

kewajiban atau penurunan aset.    
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A. Pendahuluan 

Bab ini berkaitan dengan aspek manajemen organisasi 

publik dan peran yang harus dijalankan oleh akuntansi 

manajemen. Seringkali topik strategi lebih dipentingkan dalam 

organisasi dibandingkan dengan pembahasan manajemen 

operasi. Strategi yang komprehensif dan dapat dicapai sangat 

penting pada organisasi publik maupun swasta, adanya 

manajemen operasi yang buruk dalam suatu organisasi dapat 

menyebabkan kegagalan untuk mencapai tujuan strategisnya. 

Dengan demikian, manajemen operasi yang efektif adalah 

komponen kunci dari manajemen di sektor bisnis maupun di 

sektor publik. Akuntansi manajemen publik terkait dengan 

pemberian informasi kepada pihak intern organisasi dan 

laporanya bersifat prospektif yang digunakan untuk 

perencanaan di masa yang akan datang. Tujuan utama 

akuntansi manajemen publik adalah menyediakan informasi 

akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam 

melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. 

Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk 

membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen 

sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Selain itu, akuntansi 

manajemen dalam organisasi publik memiliki peran 

memberikan informasi akuntansi yang relevan dan andal untuk 

melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian 
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jujur, integritsas, objektif dan penuh akurat yang dapat 

menjadikan laporan sangat dipercaya oleh pemegang 

kepentingan public. Peran utama akuntansi manajemen sektor 

publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang 

digunakan manajer publik dalam melakukan fungsi 

perencanaan dan pengendalian organisasi. Pada dasarnya 

akuntansi manajemen sektor publik berbeda dengan akuntansi 

keuangan. Akuntansi manajemen cenderung memberikan 

laporan yang sifatnya prospektif yang digunakan untuk 

perencanaan di masa yang akan datang. Sedangkan, akuntansi 

keuangan memberikan informasi yang bersifat laporan historis 

dan retrospektif, yaitu berupa laporan kinerja masa lalu. Secara 

umum, elemen-elemen perencanaan di sektor publik dapat 

dibagi menjadi strategi akuntansi sebagai alat perencanaan dan 

strategi akuntansi sebagai alat pengendalian. Domain akuntansi 

manajemen publik antara lain meliputi badan-badan 

pemerintahan (pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta 

unit kerja pemerintah), perusahaan milik Negara dan daerah 

(BUMN dan BUMD), yayasan, universitas, organisasi politik 

dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM), dan organisasi nirlaba lainnya. 

 

F. Daftar Pustaka 

%XGGLQJ�� 7��� *URVVL�� *�� DQG� 7DJHVVRQ�� 7�� ������� ¶3XEOLF� VHFWRU�
DFFRXQWLQJ·�� Public Sector Accounting, pp. 1²178. doi: 
10.4324/9781315848389. 

'MDPKXUL��$�� DQG�0DKPXGL� ������� ¶1HZ�3XEOLF�0DQDJHPHQW��
Accounting Reform, and Institutional Perspective of 
Public 6HFWRU�$FFRXQWLQJ� LQ� ,QGRQHVLD·�� Jurnal Bisnis dan 
Akuntansi, 8(3), pp. 301²321. 

+RQJ�� +�� .�� ������� ¶0DQDJHPHQW� $FFRXQWLQJ� LQ� WKH� 3XEOLF�
6HFWRU·�� International Journal of Public Sector Management, 
4(3), pp. 5²17. doi: 10.1108/09513559110145029. 

Jones, R. (2010) Public Sector Accounting. 6th Editions Ch. 4 & 5. 

Prowle, M. J. (2020) Management Accounting in Public Service 
Decision Making, Management Accounting in Public Service 
Decision Making. doi: 10.4324/9780429430466. 



 

64 
 

 

G. Tentang Penulis 

 
Dwi Winarni, S.E., M.Sc., Ak. 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) 

Penulis adalah Dosen di Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto (UMP). Penulis menyelesaikan S-1 Akuntansi di FE 

UMP dan S-2 di Program Magister Sains Akuntansi FEB 

Universitas Gadjah Mada (UGM) serta menyelesaiakan 

Pendidikan Profesi Akuntansi di Universitas Jenderal 

Soedirman (UNSOED). Selain mengajar, juga melakukan 

penelitian di bidang akuntansi yang sudah diterbitkan pada 

beberapa jurnal nasional dan internasional. Ketertarikan pada 

aktivitas sosial menjadikanya melakukan berbagai kegiatan 

pengabdian masyarakat, diantaranya tentang Literasi keuangan 

untuk anak-anak, literasi keuangan untuk ibu rumah tangga, 

literasi keuangan untuk UMKM, Manajemen strategi 

pengelolaan wisata, Pengembangan potensi desa wisata sebagai 

sarana pemulihan perekonomian. Buku pertama yang telah 

diterbitkan berjudul Konservatisme Akuntansi, buku kedua 

berjudul teori akuntansi dan buku Literasi keuangan Syariah 

untuk UMKM menjadi buku ketiganya. Kepedulian pada dunia 

akademik dan sosial memotivasi untuk terus berkarya dan 

menjadi pribadi menebar manfaat kebaikan. Email: 

dwiwinarni@ump.ac.id 

  



 

65 
 

BAB  
5 

 

Dr. Ana Sopanah, SE., M.Si., Ak., CA., CMA. 

Prodi Akuntansi FEB Universitas Widyagama Malang 

 

A. Pendahuluan 

Penganggaran adalah proses perencanaan, penaksiran, 

dan alokasi sumber daya (seperti uang, tenaga kerja, waktu, 

dan bahan) untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu 

organisasi, perusahaan, atau proyek. Hal ini penting dalam 

manajemen keuangan, baik untuk sektor publik maupun 

swasta (Sopanah et al., 2023). Tujuan dari penganggaran adalah 

untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas 

digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang 

diinginkan (Fitri et al., 2023). Penganggaran membantu 

organisasi atau perusahaan mengidentifikasi prioritas, 

mengendalikan pengeluaran, menghindari pemborosan, dan 

memberikan panduan dalam pengambilan keputusan 

keuangan (Mardiasmo, 2018). Penganggaran sektor publik 

adalah proses perencanaan, pengalokasian, dan pengendalian 

sumber daya keuangan oleh pemerintah atau lembaga sektor 

publik untuk mencapai tujuan-tujuan publik dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk 

mengatur dan mengelola dana publik agar digunakan secara 

efisien dan efektif dalam menyediakan layanan publik, 

mendukung program pemerintah, dan membiayai kegiatan-

kegiatan pemerintah yang lain. Proses penganggaran sektor 

publik biasanya terjadi pada tingkat pemerintah pusat 

(nasional) dan juga pada tingkat pemerintah daerah (provinsi, 

PENGANGGARAN 
SEKTOR PUBLIK 



 

92 
 

Penganggaran sektor publik adalah proses perencanaan 

pembangunan daerah yang di mulai dari Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Kerja Jangka Pendek 

yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 

Perencanaan penganggaran daerah sangat penting dalam 

manajemen keuangan, baik untuk sektor publik maupun 

swasta Penganggaran adalah Penganggaran sektor publik 

sangat penting bagi pemerintah atau lembaga sektor publik 

(Sopanah et al., 2023). Tujuan dari penganggaran adalah untuk 

memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan 

secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan 

(Fitri et al., 2023). 
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A. Pendahuluan 

Pengukuran kinerja adalah proses yang digunakan untuk 

mengevaluasi sejauhmana organisasi atau individu mencapai 

tujuan atau target yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja 

berperan penting dalam menilai akuntabilitas organisasi dan 

manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas 

bukan hanya sekedar kemampuan lembaga sektor publik 

menunjukan bagaimana anggaran publik digunakan, akan 

tetapi juga meliputi kemampuan untuk memberikan jaminan 

dari penggunaan sumber²sumber dana publik termasuk 

pengalokasian sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif 

melalui pelaksanaan manajemen publik yang baik (Sari, 2013). 

Pengukuran kinerja merupakan alat penting untuk 

mengelola dan mengarahkan organisasi menuju kesuksesan. 

Dengan melihat secara objektif pada kinerja saat ini dan 

mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat, organisasi 

dapat meningkatkan kualitas, efisiensi, dan daya saing mereka 

di pasar. Menurut (Biduri, 2018), dalam organisasi sector public 

pengukuran kinerja terutama dilakukan untuk mengukur 

tingkat 3E, yaitu:  

1. Ekonomis 

2. Efisiensi 

3. Efektivitas (value for money)  

PENGUKURAN 
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2. Kedua, kinerja lembaga negara berbasis anggaran. 

Perntayaan ini mengacu kepada semua pengeluaran negara 

(biaya belanja) terhadap hasil yang ingin dicapai (indikator 

kinerja) dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh 

masyarakat maupun warga negara.  

3. Ketiga, kinerja lembaga negara berbasis pengawasan. Ini 

merujuk kepada terciptanya check and balances dalam 

penyelenggaraan pemerintahan.  

Upaya mewujudkan good governance, secara epistemologi 

hanya mampu diimplementasi dalam lima prinsip yang 

universal, yaitu: responsibility, accountability, fairness, 

independency and transparency. Strategi mendorong 

akuntabilitas dan transparansi kinerja lembaga negara untuk 

mencapai good governance dapat dilakukan melalui memperkuat 

basis penunjang instrument   kinerja lembaga negara, 

memperkuat anggaran berbasis kinerja dan pengawasan kinerja 

lembaga negara.  
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A. Pendahuluan 

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan 

yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban serta 

menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan 

keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan 

(Suwanda, Elsye & Meiyenti, 2020).  Entitas pelaporan 

merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih 

entitas kauntansi yang menurut laporan ketentuan perundang-

undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban 

berupa laporan keuangan. 

Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan 

informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh 

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama 

satu periode pelaporan. Selain itu laporan keuangan digunakan 

untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang bermanfaat 

dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, 

menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan 

efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan 

ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara dalam Pasal 32 menyatakan bentuk dan isi 

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD 

disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan maka pemerintah tmenetapkan Peraturan 
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pelaporan yang menyusun laporan keuangan 

konsolidasiannya. 

Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum 

adalah unit yang ditetapkan sebagai bendahara umum 

negara/daerah dan/atau sebagai kuasa bendahara umum 

negara/daerah. Entitas pelaporan pemerintah pusat juga 

menyajikan Saldo Anggaran Lebih pemerintah yang 

mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, 

penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang 

Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan 

penyesuaian lain yang diperkenankan. 
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A. Pendahuluan 

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan dapat 

memahami dan menjelaskan kembali tentang: 

1. Setelah mempelajari tema ini, peserta dapat menjelaskan 

konsep pemeriksaan keuangan negara, termasuk tujuan, 

proses, dan peran lembaga pemeriksa yang berwenang. 

2. Setelah mempelajari tema ini, peserta dapat 

mengidentifikasi ruang lingkup pemeriksaan keuangan 

negara, termasuk entitas-entitas yang menjadi obyek 

pemeriksaan dan jenis-jenis audit yang dilakukan. 

3. Setelah mempelajari tema ini, peserta dapat menjelaskan 

standar pemeriksaan keuangan negara yang digunakan oleh 

auditor, termasuk peraturan dan pedoman yang mengatur 

pelaksanaan pemeriksaan. 

4. Setelah mempelajari tema ini, peserta dapat 

mengidentifikasi dan membedakan jenis-jenis pemeriksaan 

keuangan negara, seperti pemeriksaan umum, pemeriksaan 

kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 

5. Setelah mempelajari tema ini, peserta dapat 

membandingkan dan menjelaskan perbedaan antara 

pemeriksaan keuangan negara dan pemeriksaan keuangan 

sektor swasta, termasuk perbedaan tujuan, ruang lingkup, 

dan regulasi yang mengatur. 

AUDIT SEKTOR 
PUBLIK 
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¾ Mengaudit sistem kontrol intern terkait dengan 

penyusunan laporan keuangan. 

¾ Memberikan pendapat profesional atas kelayakan dan 

kepatutan laporan keuangan yang diaudit. 

¾ Memberikan rekomendasi perbaikan dalam pengelolaan 

keuangan dan proses bisnis entitas. 

Auditor eksternal bertanggung jawab kepada pihak 

yang memberikan mandat auditor, misalnya pemegang 

saham atau pemerintah. 

Auditor internal maupun auditor eksternal 

memegang peran penting dalam memastikan akuntabilitas, 

transparansi, dan keberlanjutan keuangan dan operasional 

organisasi sektor publik. Kolaborasi antara keduanya juga 

bisa terjadi untuk memaksimalkan keefektifan dan efisiensi 

audit sektor publik. 
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A. Pendahuluan 

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan dapat 

memahami dan mampu tentang: 

1. Setelah mempelajari tema ini, peserta dapat menjelaskan 

akuntansi tempat ibadah. 

2. Setelah mempelajari tema ini, peserta dapat 

mengidentifikasi ruang lingkup akuntansi tempat ibadah. 

3. Setelah mempelajari tema ini, peserta dapat menyusun 

laporan keuangan tempat ibadah. 

4. Setelah mempelajari tema ini, peserta dapat 

mengidentifikasi dan membedakan akuntansi tempat 

ibadah dengan akuntansi entitas lainnya. 

5. Setelah mempelajari tema ini, peserta dapat 

membandingkan dan menjelaskan perbedaan antara 

akuntansi tempat ibadah dan akuntansi entitas lainnya. 

 

B. Pengertian Akuntansi untuk Tempat Ibadah 

Indonesia memiliki 6 (enam) agama yang setiap agama 

memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Tempat ibadah 

merupakan tempat dilakukannnya kegiatan inti yang 

mendekatkan antara manusia dengan Tuhan, sebagai contoh 

VKRODW� GDQ� EHUGR·D�� � 6HODLQ� LWX�� GL� WHPSDW� ibadah juga sering 

dilakukan kegiatan sosial sebagai bentuk peduli terhadap 

sesama, contoh bakti sosial dan ceramah. Dengan adanya 

AKUNTANSI UNTUK 
TEMPAT IBADAH 
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